ABSTRAK

Hingga kini, isu penghindaran pajak masih menjadi pembahasan yang serius
di antara otoritas negara-negara di dunia maupun dalam ruang penelitian akademik.
Di tingkat perusahaan, terdapat perbedaan persepsi antara pemegang saham dan
manajer mengenai praktik penghindaran pajak. Diskusi tentang penghindaran pajak
sering dikaitkan dengan aktivitas CSR karena keduanya sama-sama melibatkan
pertimbangan moralitas. Penelitian int bertujuan untuk menyelidiki preferensi
investor institusi dan signifikansi keragaman gender dalam dewan komisaris
terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dan CSR.

Dengan menggunakan analisis jalur PLS pada data panel 18 perusahaan
manufaktur di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022, penelitian ini menemukan
bahwa institutional.ownership yang tinggi berkorelasi dengan tingkat penghindaran
pajak yang lebih tinggi. CSR berhubungan negatif dengan tax avoidance, tetapi
hubungan ini tidak memiliki signifikansi statistik. Analisis moderasi menunjukkan
bahwa institutional ownership melemahkan hubungan negatif antara CSR dan tax
avoidance. Pada perusahaan dengan institutional ownership yang tinggi, hubungan
antara CSR dan tax avoidance berbalik menjadi positif dan signifikan. Board
gender diversity berdampak pada penurunan tingkat penghindaran pajak. Namun,
dalam kaitannya dengan CSR, keterwakilan perempuan yang tinggi di dewan
komisaris tidak terbukti mendorong peningkatan pengungkapan CSR. Penelitian ini
juga tidak menemukan dukungan untuk peran mediasi CSR dalam hubungan antara
board gender diversity dan tax avoidance.

Penelitian ini memperkaya literatur penghindaran pajak dengan mengeksplor
peran moderasi institutional ownership dalam hubungan antara CSR dan tax
avoidance serta dalam hubungan tidak langsung antara board gender diversity dan
tax avoidance melalui CSR. Hasil penelitian ini membantu perusahaan untuk dapat
menerapkan mekanisme tata kelola yang efektif dalam rangka mendorong
keberlanjutan perusahaan melalui strategi pajak dan CSR. Selain itu, penelitian ini
juga memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam
mengembangkan regulasi tata kelola perusahaan yang efektif untuk meningkatkan
peran tanggung jawab sosial perusahaan dan mengurangi tingkat penghindaran
pajak.
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